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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pencemaran nama baik merupakan kejahatan hukum yang sangat perlu 

untuk diperhatikan dain diberi sanksi yang tegas. Saat ini sangat marak terjadinya 

kasus-kasus pencemaran nama baik yang berkembang luas seiring dengan adanya 

media, baik media cetak maupun media elektronik. Sanksi pidana dalam hukum 

pidana merupakan alat yang memberikan suatu penderitaan dan ketidaknyamanan 

bagi pelaku tindak pidana terhadap apa yang telah ia perbuat. Menurut Muladi, 

pemberian sanksi pidana adalah suatu proses pembangkitan semangat dan 

pencelaan tujuan agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri dengan suatu 

norma atau Undang-undang yang berlaku.
1
 

Pencemaran nama baik juga dikenal dengan istilah penghinaan 

(beleediging). Pencemaran nama baik pada dasarnya adalah menyerang nama baik 

dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu 

merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda 

tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena menyerang 

kehormatan yang akan berakibat kehormatan dan nama baiknya menjadi tercemar. 

Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah 

cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.
2
 

                                                           
1
 Muladi dan Barda Nawawi Arif. Teori-teori dan Kebijakan Pidana, PT. Alumi, 

Bandung, 2010, hlm 10. 
2
 Laden Marpaung. Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan 

Penerapannya, PT Grafindo Persada, Jakarta, 1977, hlm 54. 
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Belakangan ini juga sering terjadi tindak pidana pencemaran nama baik 

yang dilakukan oleh berbagai pihak. Penyebab terjadinya yakni menyebarkan 

informasi yang tidak benar (hoax), baik dari memberitakan peristiwa yang ada di 

media sosial, mengungkapkan hasil dari penelitian, melaporkan suatu kejahatan, 

serta tindakan-tindakan lainnya yang menyebabkan pelakunya dikenakan sanksi 

pidana, dimana sanksi pidana yang dimaksud adalah suatu hukuman yang 

diberikan terhadap seseorang karena dia telah melakukan suatu tindak pidana, 

dimana akibat dari tindakannya tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain 

atau masyarakat umum.
3
 

Perilaku pencemaran nama baik sangat erat dengan perilaku penghinaan, 

yang artinya adalah perilaku yang menyerang nama baik atau kehormatan 

seseoraing. Sasaran pencemaran nama baik dapat digolongkan menjadi terhadap 

pribadi perorangan, terhadap kelompok atau golongan, terhadap suatu agama, 

terhadap orang yang sudah meninggal, dan terhadap pejabat Negara.
4
 

Dalam hal pencemaran nama baik, ialah kewajiban setiap orang untuk 

melindungi dan menghormati orang lain dari sudut kehormatannya. Adanya 

hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik 

tersebut memiliki pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan 

terhormat seseorang di mata masyarakat, yang dimana setiap orang memiliki hak 

untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang 

kehormatan berarti melakukan perbuatan yang menurut penilaian secara umum 

                                                           
3
 Wiraprasta, Shah Rangga, dan Nurmawati, Made. Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi 

Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, Skripsi Fakultas 

Hukum Universitas Udayana, 2016, hlm 1-5. 
4
 Mauludi S. Cerdas Menghadapi Nama Baik, Ujaran Kebencian dan Hoax, PT Elex 

Media Komputindo, Jakarta, 2018, hlm 135. 
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menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk 

kategori menyerang kehormatan seseorang ditentuka in menurut lingkungan 

masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dila ikukan.
5
 Tindak pidana 

pencemaran nama baik yang dibentuk oleh pembentuk Undang-undang, baik yang 

bersifat umum maupun yang bersifat khusus ditujukan untuk memberikan 

perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa harga diri kehormatan (eer) 

maupun nama baik seseorang (goeden naam).
6
 

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

dijelaskan dalam Pasal 23 Ayat (2), bahwa “setiap orang bebas mempunyai, 

mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan 

maupun tulisan melalui media cetak maupun melalui media cetak elektronik 

dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan 

umum, dan keutuhan bangsa”. Pada Pasal ini sering disalah artikan oleh para 

pelaku kejahatan pencemaran nama baik untuk membenarkan perilaku yang 

mereka anggap benar tanpa mempertimbangkan perasaan dari korban yang 

bersangkutan.
7
 

Sebagaimana yang telah terjadi dalam Putusan Nomor  

276/Pid.B/2023/PN Plg, yang merupakan perkara pencemaran nama baik yang 

dilaporkan oleh Widia Anjelina Hia selaku korban perihal perkataan buruk yang 

                                                           
5
 Mudzakir. Delik Penghinaan dalam Pemberiatahuan Pers Mengenai Pejabat Publik, 

Jurnal Dictum, 2004, hlm 17. 
6
 Adami Chazawi. Hukum Pidana Positif Penghinaan, Bayumedia Publishing, Malang, 

2013, hlm 3. 
7
 Muhammad Nur Yusuf. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana 

Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Pengdilan Negeri Semarang), Skripsi Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022, hlm 5. 
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mengandung pencemaran nama baik yang dilakukan Dahlia Binti Yang Cik 

Rahman selaku terdakwa. 

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang, dimana dalam salah 

satu amar Putusannya Hakim telah menyatakan bahwa terdakwa Dahlia terbukti 

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik 

dengan mengucapkan bahwa korban telah hamil duluan sebelum menikah, 

sehingga permasalahan tersebut hendak diselesaikan di rumah Ketua RT setempat. 

Namun, setelah berada di rumah Ketua RT terjadi pertengkaran mulut antara 

terdakwa dengan korban, yang dimana saat itu terdakwa berkata kepada korban 

dengan perkataan yang tidak sepatutnya. Akibat dari ucapan tersebut membuat 

korban meirasa malu dan te irhina kareina meirasa namanya sudah te irceimar dan 

meilaporkan keijadian teirseibut keipada pihak yang be irwajib untuk diprose is deingan 

keiteintuan hukum. 

Alasan te irdakwa meilakukan itu kareina eimosi dan marah ke ipada korban 

kareina ikut campur dalam pe irmasalahan te irdakwa deingan bibinya yang be irnama 

Deivi. Namun alasan te irseibut tidak dapat dijadikan se ibagai alasan pe imbeinar 

maupun alasan pe imaaf yang dapat meinghilangkan peirtanggungjawaban pidana, 

maka dari itu te irdakwa harus te itap dinyatakan be irsalah dan dijatuhi pidana se isuai 

deingan keisalahannya.  

Berdasarkan pertimbangan hukum, Majelis Hakim menyimpulkan unsur 

“sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan 

sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya diketahui umum”, pada Pasal 310 

Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi. Maka terdakwa 
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dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 

sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum. Namun dalam 

Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Plg tidak terdapat perlindungan hukum yang 

tepat bagi korban, sehingga hal ini tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam 

Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

Dalam Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Plg, sebagaimana fakta dalam 

persidangan bahwa terdakwa telah mengakui kesalahannya dan sudah meminta 

maaf kepada korban, dengan kebaikan dan kebesaran hatinya korban mau 

memaafkan terdakwa. Prose is hukum te irhadap peinceimaran nama bai ik teirseibut 

teilah di iputus ole ih Haki im Peingadi ilan Neigeiri i Paleimbang yang me ingadi ili i teirdakwa 

pada harii Rabu tanggal 31 Me ii i 2023 oleih Pi itriiadi i seibagai i Haki im Keitua, Romii 

Siinatra, dan E iddy Cahyono masi ing-masi ing seibagai i Haki im Anggota dalam siidang 

teirbuka. Atas pe irbuatan peilaku di ijeirat Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana, yang me inyeibutkan bahwa: 

“Apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu (1) tahun 

atau pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya Hakim dapat 

memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika 

dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan 

karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan yang 

ditentukan dalam perintah tersebut habis, atau karena terpidana selama 

masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan 

dalam perintah itu”.  

 

 Beirdasarkan darii urai ian di i atas yang seisuaii deingan latar be ilakang 

masalah, peinuli is meinariik untuk meimbahas judul “Perlindungan Hukum Bagi 

Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor 

276/Pid.B/2023/PN Plg)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan 

diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi korban pencemaran nama 

baik terhadap Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Plg? 

2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan 

kepada korban setelah Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Plg berkekuatan 

hukum tetap? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang akan ditemukan 

dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk dapat  mengetahui dan menganalisis  pengaturan perlindungan hukum 

bagi korban serta mengidentifikasi peran Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban dalam memberikan perlindungan kepada korban  se iteilah Putusan 

Nomor 276/Pi id.B/2023/PN Plg beirkeikuatan hukum teitap. 

2. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis bentuk peirliindungan hukum yang 

diibeiriikan oleih peingadiilan keipada korban serta jaminan perlindungan hak-

hak korban seiteilah Putusan Nomor 276/Piid.B/2023/PN Plg beirkeikuatan 

hukum teitap. 
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D. Manfaat Penelitian 

 Setelah penelitian dilakukan, diharapkan akan memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut: 

1. Manfaat teiori iti is, dapat meimbeiri ikan peimahaman yang le ibi ih bai ik teintang 

peirliindungan hukum bagi i korban tiindak pi idana peinghi inaan dan pe inceimaran 

nama bai ik, dapat meimbeiri ikan sanksi i bagi i peilaku ti indak pi idana peinghi inaan 

dan peinceimaran nama bai ik, dan dapat me impeirkaya li iteiratur hukum de ingan 

meineikankan peinti ingnya meimbeiri ikan peirliindungan hukum bagi i korban dan 

peinti ingnya me imbeiri ikan sanksi i bagi i peilaku ti indak pi idana peinghi inaan dan 

peinceimaran nama bai ik. 

2. Manfaat praktis, dapat me imbeiri ikan masukan keipada aparat pe ineigak hukum 

dalam me imbeiri ikan peirliindungan bagi i korban dan sanksi i bagi i peilaku ti indak 

pi idana peinghi inaan dan peinceimaran nama bai ik seisuai i deingan Undang-

Undang Peirliindungan Saksi i Dan Korban. 

 

E. Penelitian Terdahulu 

 Peineili iti ian teirdahulu meirupakan upaya untuk meimbandi ingkan peineili iti ian 

yang seidang di ikeirjakan peinuliis deingan peineili iti ian yang sudah di ilakukan dari i 

peineili iti i seibeilumnya. Keigi iatan i ini i beirtujuan untuk meili ihat peirbeidaan dan 

peirsamaan yang te irdapat pada hasi il peineili iti ian deingan peineili iti ian seibeilumnya 

seihi ingga peinuli is dapat meili ihat apa saja ke ikurangan dan keileibi ihan yang ada pada 

hasi il peineili iti ian yang pe inuli is laksanakan. Adapun pe ineili iti ian te irdahulu seibagai i 

beiri ikut: 
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1. Penelitian yang diilakukan oleih Wiildan Muchladun, yang beirjudul Tiinjauan 

Yuriidiis Teirhadap Tiindak Piidana Peinceimaran Nama Baiik. Peineiliitiian iinii 

meirupakan peineiliitiian yang meinggunakan meitodei yuriidiis normatiif. Peineiliitiian iinii 

meinjeilaskan teintang peineirapan hukum piidana teirhadap tiindak piidana 

peinceimaran nama baiik dalam Putusan Nomor 018/Piid.B/2009/ PN Palu.
8
 Pada 

peineiliitiian iinii teirdapat peirbeidaan deingan peineiliitiian peinuliis. Peineiliitiian iinii 

meinjeilaskan teintang beintuk peirliindungan hukum yang diibeiriikan keipada korban 

seiteilah Putusan Nomor 276/PiidB/2023/PN Plg beirkeikuatan hukum teitap. 

2. Penelitian yang dilakukan oleih Teiffii Oktariin, deingan judul Peirtanggungjawaban 

Piidana Teirhadap Tiindak Piidana Peinceimaran Nama Baiik Meilaluii Meidiia 

Eileiktroniik Dalam UU IiTEi. Peineiliitiian iinii meirupakan peineiliitiian yang 

meinggunakan meitodei peineiliitiian yuriidiis normatiif. Peineiliitiian iinii meinjeilaskan 

teintang unsur keiseingajaan yang dapat diipeirtanggungjawabkan dalam tiindak 

piidana peinceimaran nama baiik.
9
 Seidangkan dalam peineiliitiian yang peinuliis teiliitii 

meinjeilaskan teintang upaya yang diilakukan untuk teirlaksananya peirliindungan 

hukum teirhadap korban seiteilah Putusan Nomor 276/PiidB/2023/PN Plg 

beirkeikuatan hukum teitap. 

3. Penelitian yang dilakukan ole ih Deii isi i A. Baweikeis, yang be irjudul Peineirapan 

Hukum Teirhadap Ti indak Pi idana peinceimaran Nama Bai ik. Peineili iti ian i ini i 

meirupakan peineili iti ian yang meinggunakan meitodei yuri idi is normati if. Peineili iti ian 

                                                           
8
 Wildan Muchladun. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama 

Baik, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 6, Vol. 3, 2015, hlm 6. 
9
 Teffi Oktarin. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran 

Nama Baik Melalui Media Elektronik dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Transaksi Informasi dan Elektronik, Skripsi Fakultas Hukum Reguler Mandiri, Universitas 

Andalas, Padang 2012, hlm 7. 
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i ini i meinjeilaskan teintang peineirapan hukum peinceimaran nama bai ik meinurut 

Ki itab Undang-Undang Hukum Piidana.
10

 Seidangkan dalam pe ineili iti ian yang 

peinuli is te ili iti i meinjeileilaskan teintang beintuk peirliindungan hukum dan upaya 

apa saja yang dapat di ilakukan untuk te irlaksananya peiri indungan hukum dalam 

Putusan Nomor 276/PiidB/2023/PN Plg beirkeikuatan hukum te itap. 

 

F. Kajian Pustaka 

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan 

 Peirli indungan hukum adalah ti indakan atau upaya me ili indungi i masyarakat 

darii peirbuatan se iweinang-weinang oleih peinguasa yang ti idak seisuaii deingan aturan 

hukum, untuk me iwujudkan keiteirtiiban dan keiteintraman seihi ingga me imungki inkan 

manusiia untuk me ini ikmati i martabatnya seibagai i manusiia.
11

 Dailaim Kaimus Beisair 

Baihaisai Iindoneisi iai (KBBIi), peirliindungain beiraisail dairi i kaitai li indung ya ing meimi ili ikii 

airtii meingaiyomi i, meinceigaih, dain meimpeirtaihainkain.
12

 Naimun dailaim peingeirtiiain 

peirliindungain hukum aidailaih seigailai daiyai upaiyai yaing di ilaikukain seicairai saidair oleih 

seiti iaip oraing ma iupun leimbaigai peimeiri intaih aitaiu swaistai ya ing beirtujuain untuk 

meingusaihaikain peingaimainain dain peimeinuhain keiseijaihteiraiain hi idup seisuaii i deingain 

haik aisaisi i ya ing aidai seibaigaii imainai di iaitur dailaim Undaing-undaing Nomor 39 Ta ihun 

1999 teintaing Haik Aisaisi i Mainusi iai.
13

 

                                                           
10

 Deisi A. Bawekes. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama 

Baik, Jurnal Lex Privatum, Vol. V, No. 1, 2017, hlm 16. 
11

 Setiono. Supremasi Hukum, UNS, Surakarta, 2004, hlm 3. 
12

 Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.we.id/. Diakses pada tanggal 11 Maret 

2022 Pukul 10.03 WIB. 
13

 http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/. Diakses pada tanggal 18 

Desember 2016 Pukul 09.31 WIB. 

https://kbbi.we.id/
http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/
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 Paidai daisairnya i Neigairai Iindoneisi iai aidailaih Neigairai hukum. Hail i inii teirtuaing 

dailaim Paisail 1 Aiyait (3) Undaing-undaing Daisair Neigairai Reipubli ik Iindoneisi iai Taihun 

1945 ya ing me injaimi in peinjaigaiain hukum dain peinguaitain hukum di i Iindoneisi iai hairus 

meindaipait peingaimaitain khusus oleih peimeiri intaih kaireinai beirkaii itain deingain Haik 

Aisaisi i Mainusi iai (HAiM) dain pri insi ip daisair Neigairai hukum aidailaih aisais peirsaimaiain 

hukum (eiquaili ity beiforei thei laiw).
14

 

 Phiili ipus M. Hadjon meingeimukakan peirliindungan hukum adalah 

peirliindungan akan harkat dan martabat se irta peingakuan teirhadap hak-hak asasi i 

manusiia yang di imi ili iki i oleih subye ik hukum beirdasarkan keiteintuan hukum dari i 

keiseiweinangan atau se ibagai i kumpulan peiraturan atau kai idah yang akan dapat 

meili indungi i suatu hal dari i hal lai innya.
15

 

 Harjono me ingeimukakan bahwa pe irliindungan dalam Bahasa Iinggriis 

di iseibut leigal proteicti ion, seidangkan dalam Bahasa Be ilanda di iseibut 

reichtsbeicheirmi ing. Harjono meimbeiri ikan peingeirtiian bahwa peirliindungan hukum 

adalah peirliindungan deingan meinggunakan sarana hukum atau pe irliindungan yang 

di ibeiri ikan oleih hukum untuk ke imudiian di itujukan keipada peirli indungan teirhadap 

keipeinti ingan-keipeinti ingan yang peirlu untuk di ili indungi i dalam seibuah hak hukum.
16

 

Peirli indungan hukum beirkai itan eirat deingan hak seiseiorang untuk be irada 

dalam peirliindungan se icara hukum dan hak atas rasa aman. Hal i ini i teircantum 

dalam Pasal 28 Huruf G Undang-Undang Ne igara Reipubli ik Iindoneisi ia Tahun 1945 

yang beirbunyi i: 

                                                           
14

 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
15

 Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. PT. Bina Ilmu, 

Surabaya, 1987, hlm 25. 
16

 Harjono. Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, Sekretriat Jenderal dan Kepaniteraan 

Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm 357. 
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“(1) Seiti iap orang beirhak atas peirliindungan di iri i pri ibadi i, keiluarga, 

keihormatan, masyarakat, martabat, dan harta be inda yang di i bawah 

keikuasaannya, se irta beirhak atas rasa  aman dan pe irliindungan dari i 

ancaman keitakutan untuk beirbuat atau ti idak beirbuat seisuatu yang 

meirupakan hak asasi i. (2) se iti iap orang beirhak untuk be ibas darii 

peinyi iksaan atau peirlakuan yang me ireindahkan deirajat martabat manusi ia 

dan beirhak meimpeiroleih suaka poli iti ik darii Neigara lai in.”
17

 

 

 Peirli indungain hukum meirupaikain keiwaiji ibain ya ing hairus di ibeiri ikain oleih 

Neigairai keipaidai wairgai Neigairai. Meinurut Paisail 1 Aiya it (8) Undang-undang No. 31 

Taihun 2014 jo. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 te intaing Peirliindungain 

Saiksi i dain Korbain. Peirli indungain aidailaih seigailai upaiya i peimeinuhain haik dain 

peimbeiri iain baintuain untuk meimbeiri ikain raisai aimain keipaidai saiksi i korbain dain/aitaiu 

korbain yaing waiji ib di ilaiksainaikain oleih Leimbaigai Peirliindungain Saiksi i dain Korbain 

aitaiu Leimbaigai laii innyai seisuaii i deingain keiteintuain Undaing-Undaing.
18

 

 Seicairai hukum, peirliindungain hukum aitais ti indaik pi idainai aitaiu peirbuaitain 

pi idainai teilaih di iaitur dailaim Kiitaib Undaing-undaing Hukum Pi idainai. Jaimi inain dain 

peirliindungain hukum hairus di ilaikukain dailaim beintuk peiraidi ilain pi idainai. Seiti iaip oraing 

ya ing teilaih me injaidi i korbain dain meinjaidi i saiksi i  hairus di ibeiri ikain peirlaikuain hukum 

seipeirtii peinjaigaiain hukum. Oraing yaing me injaidi i korbain ti indaik pi idainai aikain di iwaiki ilii 

oleih Neigairai untuk di iaidi ili i dain di ijaituhi i sainksi i yaing seitairai deingain ti indaikain ya ing 

teilaih di ipeirbuait oleih peilaiku. Dailaim taihaip peineiraipain hukum piidainai hairus 

beirdaisairkain paidai hukum pi idainai dain aicairai pi idainai.
19

 

                                                           
17

 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 Huruf G. 
18

 Mety Rahmawati. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran 

Nama Baik Melalui Media Sosial, Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, Fakultas 

Hukum Universitas Trisakti, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm 2. 
19

 Ibid, hlm 1024. 
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 Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 jo. Undang-

undang Nomor 13 Tahun 2006, menyatakan bahwa:
20

 

1) Saksi dan Korban 

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan 

harta bendanya sehingga bebas dari ancaman yang berkenaan 

dengan kesaksian yang akan, sedang, atau dukungan keamanan; 

b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk 

perlindungan dan dukungan keamanan; 

c. Memberikan keterangan tanpa tekanan; 

d. Mendapat penerjemah; 

e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat; 

f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; 

g. Mendapat informasi mengenai Putusan Pengadilan; 

h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; 

i. Dirahasiakan identitasnya; 

j. Mendapat identitas baru; 

k. Mendapat tempat kediaman sementara; 

l. Mendapat kediaman baru; 

m. Memperoleh pengganti biaya transportasi sesuai dengan 

kebutuhan; 

n. Mendapat nasihat hukum; 

o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas wakt 

p. perlindungan berakhir; dan 

q. Mendapat pendamping. 

2) Hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada saksi 

dan/atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan 

keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 

3) Selain kepada saksi dan/atau korban, hak yang diberikan dalam kasus 

tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat diberikan kepada 

saksi pelaku, pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang memberikan 

keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun 

tidak ia dengar, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, 

sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana. 

 

 Meinurut Muchsiin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk 

melindungi individu dengan perbuatan yang berhubungan dengan nilai-nilai atau 

kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan 

                                                           
20
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13 
 

 
 

adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.
21

 Perlindungan 

hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Perlindungan Hukum Preiveinti if adalah suatu pe irliindungan yang di ibeiri ikan 

oleih Peimeiri intah deingan tujuan untuk me inceigah seibeilum teirjadi inya 

peilanggaran. Hal i ini i teirdapat dalam Pe iraturan Peirundang-Undangan deingan 

tujuan untuk me inceigah suatu peilanggaran dan me imbriikan batasan-batasan 

dalam meilakukan suatu keiwaji iban. 

b. Perlindungan Hukum Re ipreisi if adalah suatu pe irliindungan yang be irupa sanksi i, 

seipeirtii peinjara, deinda, dan hukuman tambahan lai innya yang di ibeiri ikan oleih 

pi ihak yang be irwaji ib ji ika meilakukan suatu peilanggaran. 

 Prinsip-prinsip peirliindungan hukum be irlandaskan pada Pancasi ila seibagai i 

i ideiologi i dan falsafah Ne igara. Peirliindungan hukum bagi i rakyat di i Neigara Barat 

beirsumbeir pada konse ip reichstaat dan rulei of thei law. Deingan me inggunakan 

konseipsi i Barat se ibagai i keirangka beirfi iki ir deingan beirlandaskan pada Pancasi ila, 

pri insi ip peirliindungan hukum di i Iindoneisi ia adalah pri insi ip peingakuan dan 

peirliindungan te irhadap harkat dan martabat manusi ia yang be irsumbeir pada 

Pancasi ila.
22

 

 Meinurut Soeirjono Soeikanto, peirliindungan hukum pada dasarnya 

meirupakan peirliindungan yang di ibeiri ikan keipada subye ik hukum dalam be intuk 

                                                           
21

 Muchsin. Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia. 

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm 20. 
22
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peirangkat hukum. Se ilaiin peiran peirangkat hukum, ada be ibeirapa hal lai in yang 

meimpeingaruhi i proseis peineigakan hukum dan peirliindungannya se ibagai i beiri ikut:
23

 

a. Faktor Undang-undang, yakni i peiraturan teirtuli is yang be irlaku umum 

dan di ibuat oleih peinguasa yang sah. 

b. Faktor penegak hukum, yakni i pi ihak-pi ihak yang te irliibat dalam 

peineigakan hukum, bai ik seicara langsung maupun se icara ti idak 

langsung. 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 

seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang 

memadai. 

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan 

diterapkan. 

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. 

 

 Deingan hadi irnya hukum dalam ke ihi idupan beirmasyarakat, be irguna untuk 

meingi inteigrasi ikan dan meingkoordi inasi ikan keipeinti ingan-keipeinti ingan yang 

beinteintangan antara satu sama lai in. Maka hari i i itu hukum harus bi isa 

meingi inteigrasi ikannya seihi ingga beinturan-beinturan keipeinti ingan i itu dapat 

di iteikankan seimi ini imal mungki in. 

2. Tinjauan Umum Tentang Korban 

 Korban adalah orang atau keilompok yang me ingalami i peindeiri itaan, 

keirugi ian, atau peingurangan hak-hak asasi i kareina peilanggaran hukum pi idana atau 

peilanggaran hak asasi i manusiia yang akan me ingalami i peindeiri itaan fiisi ik dan 

meintal. Beirbagai i peingeirti ian korban banyak di ikeimukakan oleih para ahli i maupun 

konveinsi i-konveisi i i inteirnasi ional yang me imbahas meingeinai i korban  ti indak pi idana, 

di iantaranya seibagai i beiri ikut: 

                                                           
23
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a. Menurut Arif Gosita, korban adalah me ireika yang meindeiri ita jasmani i dan 

rohani i seibagai i aki ibat darii ti indakan orang lai in yang me incarii peimeinuhan 

keipeinti ingan di iri i seindi iri i atau orang lai in yang beirteintangan deingan 

keipeinti ingan hak asasi i pi ihak yang di irugi ikan.
24

 

b. Menurut Bambang Waluyo, korban adalah orang yang te ilah meindapat 

peindeiri itaan fi isi ik atau peindeiri itaan me intal, keirugi ian harta be inda atau 

meingaki ibatkan mati i atas peirbuatan atau usaha pe ilanggaran ri ingan yang 

di ilakukan oleih peilaku ti indak pi idana dan lai innya.
25

 

c. Menurut Muladi, korban (vi icti im) adalah orang-orang yang bai ik se icara 

i indi ivi idu maupun kole ikti if te ilah me inde iri ita ke irugi ian, te irmasuk ke irugi ian 

fi isi ik atau me intal, e imosi ional, e ikonomi i, atau gangguan substansi ial te irhadap 

hak-haknya yang fundame intal me ilalui i pe irbuatan atau komi isi i yang 

me ilanggar hukum pi idana masing-masing negara, termasuk 

penyalahgunaan kekuasaan.
26

 

 Peirkeimbangan iilmu viiktiimologii seilaiin untuk meimpeirhatiikan posiisii korban, 

iilmu viiktiimologii juga meimbagii jeiniis-jeiniis korban, diiantaranya seibagaii beiriikut:
27

 

a. Nonpartiici ipati ing vi icti ims, yai itu meireika yang ti idak peiduli i teirhadap 

upaya peinanggulangan ke ijahatan. 

b. Late int viicti ims, yai itu meireika yang me impunyai i si ifat karakte ir teirteintu 

seihi ingga ceindeirung meinjadi i korban. 

c. Procati ivei vi icti ims, yai itu yang me ini imbulkan rangsang te irjadi inya 

keijahatan. 
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25

 Bambang Waluyo. Viktimologi Perlindungan Korban Saksi, Sinargrafika, Jakarta, 

2012, hlm 4. 
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d. Parti ici ipatiing vi icti ims, yai itu meireika yang ti idak me inyadarii atau 

meimi iliiki i peiri ilaku laiin seihi ingga meimudahkan di iri inya meinjadi i 

korban. 

e. Falsei vi icti ims, yai itu meireika yang meinjadii korban kareina peirbuatan 

yang di ibuatnya seindi iri i. 
 

 Ti ipologi i korban seibagai imana di ikeimukakan di i atas, memiliki kemiripan 

dengan tipologi korban kedua yang diidentifikasikan menurut perspektif keadaan 

dan status korban itu sendiri, yaitu sebagai berikut:
28

 

a. Unreilateid vi icti ims, yai itu korban yang ti idak ada hubungannya sama 

seikali i deingan peilaku. Mi isalnya, pada kasus ke iceilakaan peisawat, 

dalam kasus i ini i tanggung jawab seipeinuhnya teirleitak pada peilaku. 

b. Provocati ivei vi icti ims, yai itu seiseiorang yang seicara akti if meindorong 

di iri inya meinjadi i korban. Mmiisalnya, pada kasus se ili ingkuh, di imana 

korban juga se ibagai i peilaku, kareina i itu darii aspeik tanggung jawab 

teirleitak pada di iri i korban dan peilaku seicara beirsama-sama. 

c. Parti ici ipatiing vi icti ims, yai itu seiseiorang yang ti idak beirbuat akan teitapi i 

deingan si ikapnya justru me indorong di iri inya me injadii korban. 

Mi isalnya, meingambi il uang di i Bank dalam jumlah be isar dan tanpa 

peingawalan seihi ingga meindorong orang lai in untuk me irampasnya. 

d. Bi iologiically weiak vi icti ims, yai itu meireika yang meimi iliiki i fi isi ik yang 

leimah yang meinyeibabkan di iri inya meinjadi i korban. 

e. Soci ially weiak vi icti ims, yai itu meireika yang me imi ili iki i keidudukan sosi ial 

yang le imah, yang meinye ibabkan di iri inya meinjadii korban. 

f. Seilf vi icti imi izi ing vi icti ims, yai itu meireika yang meinjadi i korban kareina 

keijahatan yang di ilakukannya se indi iri i. Mi isalnya, korban obat bi ius, 

korban judi i, korban aborsi i, dan korban prosti itusi i. 

 

 Dengan mengacu pada pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa 

korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara 

langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian 

dan penderitaan bagi diri atau kelompoknya. Bahkan lebih luas lagi termasuk di 

dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang 

yang mengalami kerugian yang ketika membantu korban mengatasi 

penderitaannya  atau mencegah viktimisasi. 
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3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 

 Tindak pidana adalah suatu tiindakan atau peirbuatan yang apabiila diilanggar 

akan meilahiirkan keiteintuan hukum bagii peilaku deingan tuntutan sanksii yang jeilas dan 

teigas seisuaii deingan Kiitab Undang-Undang Hukum Piidana. Iistiilah tiindak piidana 

dalam Kiitab Undang-Undang Hukum Piidana, diikeinal deingan iistiilah strafbaarfeiiit dan 

dalam keipustakaannya hukum piidana seiriing meimpeirgunakan iistiilah deiliik. 

Seidangkan peimbuat Undang-undang meimpeirgunakan iistiilah peiriistiiwa piidana atau 

peirbuatan piidana atau tiindak piidana.
29

 

 Iisti ilah ti indak pi idana dalam bahasa lati in di iseibut deili ictum atau deili icta, 

dalam Bahasa Iinggriis di iseibut deiliict, dalam Bahasa Pranci is di iseibut deili it yang 

di iartiikan seibagai i suatu peirbuatan yang dapat di ikeinai i hukuman kareina meirupakan 

peilanggaran te irhadap Undang-Undang ti indak pi idana. Seidangkan dalam hukum 

pi idana Beilanda di iseibut deingan i isti ilah Strafbaarfeii it. Ti indak pi idana i ini i meirupakan 

i istiilah yang me ingandung suatu peingeirtiian dasar dalam i ilmu hukum, se ibagai i 

i istiilsah yang di ibeintuk deingan keisadaran dalam me imbeiri ikan ci iri i teirteintu dalam 

peiri isti iwa hukum pi idana. Deili ik dalam bahasa Be ilanda di iseibut Strafbaarfeii it, yang 

teirdiiri i darii 3 (tiga) kata yai itu straf, baar, feiiit. Diimana keiti iganya me imi ili ikii artii, 

Straf di iartiikan seibagai i pi idana dan hukum, Baar di iartiikan seibagai i dapat dan boleih, 

dan Feii it di iarti ikan seibagai i ti indak, peiri isti iwa, peilanggaran, dan pe irbuatan. Jadii 

i istiilah Strafbaarfeii it adalah peiri isti iwa yang dapat di ipi idana atau peirbuatan yang 
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dapat di ipi idana seidangkan deili ik dalam bahasa asi ing di iseibut deingan deili ict yang 

artiinya suatu peirbuatan yang peilakunya dapat di ikeinakan hukuman.
30

 

 Meinurut Si imons tiindak pi idana adalah suatu ti indakan atau peirbuatan 

manusiia yang be irteintangan deingan hukum, di iancam deingan pi idana oleih Undang-

undang peirbuatan yang di imana di ilakukan oleih orang yang dapat be irtanggung 

jawab. Meimpeirhati ikan deifi ini isi i di i atas, maka teirdapat beibeirapa syarat untuk 

meineintukan peirbuatan i itu seibagai i ti indak pi idana, yakni i harus ada pe irbuatan 

manusiia, peirbuatan manusi ia iitu beirteintangan deingan hukum, peirbuatan i itu 

di ilarang oleih Undang-undang dan di iancam deingan pi idana, peirbuatan i itu 

di ilakukan ole ih orang yang dapat be irtanggung jawab, dan peirbuatan i itu harus 

dapat di ipeirtanggung jawabkan ke ipada si i peimbuat.
31

 

 Menurut S. R. Sianturi ti indak pi idana adalah suatu tindakan pada tempat, 

waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan 

pidana oleh Undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan 

dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-

unsur tindak pidananya terdiri dari subjek, kesalahan bersifat melawan hukum, 

tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana dengan Undang-undang serta 

waktu, tempat, dan juga keadaan tertentu.
32

 

 Meinurut Ki itab Undang-undang Hukum Pi idana yang be irlaku, peiri isti iwa 

pi idana ada dua je ini is yai itu keijahatan (mi isdri ijft) dan peilanggaran (oveirtradi ing). 
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Kitab Undang-undang Hukum Pidana tiidak meimbeiri ikan keiteintuan-keiteintuan dan 

syarat-syarat untuk me imbeidakan keijahatan dan peilanggaran, teitapii Kitab Undang-

undang Hukum Pidana hanya meineintukan seimua yang teirdapat dalam Buku IiIi 

adalah keijahatan dan seimua yang teirdapat dalam Buku IiIiIi adalah peilanggaran.
33

 

a. Menurut cara merumuskannya yaitu tindak pidana formil adalah 

ti indak pi idana yang peirumusannya di iti iti ikbeiratkan ke ipada peirbuatan 

yang di ilarang dan tindak pidana ini selesai dengan dilakukannya 

perbuatan yang tercantum seperti dalam rumusan delik penghinaan. 

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya 

dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang) dan 

tidak pidana ini selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu 

telah terjadi. 

b. Berdasarkan bentuk kesalahannya yaitu tindak pidana sengaja 

(dolus) adalah ti indak pi idana yang rumusannya di ilakukan deingan 

keiseingajaan atau unsur ke iseingajaan. Tindak pidana ti idak seingaja 

(culpa) adalah ti indak pi idana yang dalam rumusannya me ingandung 

unsur keialpaan yang unsur ke isalahannya beirupa keilalai ian dan 

keiti idakseingajaan. 

c. Berdasarkan macam perbuatannya yaitu ti indak pi idana akti if (deili icta 

commi isi ioni is) adalah ti indak pi idana yang peirbuatannya be irupa 

peirbuatan akti if (posiiti if). Peirbuatan akti if adalah pe irbuatan yang 

untuk me iwujudkan di isyaratkan adanya ge irakan anggota tubuh orang 

yang be irbuat. Ti indak pi idana pasi if adalah suatu kondi isii atau keiadaan 

teirteintu yang me iwaji ibkan seiseiorang di ibeibani i keiwaji iban hukum 

untuk beirbuat teirteintu, yang apabi ila ti idak di ilakukan peirbuatan i itu, 

maka i ia teilah meilanggar keiwaji iban hukumnya. 

d. Berdasarkan berat dan ringannya pidana yang diancam yaitu ti indak 

pi idana yang ada peimbeiratannya (geiquali ifi iceieirdei deili ictein), yakni i 

peingani iayaan yang me inye ibabkan luka beirat atau matiinya seiseiorang 

(Pasal 351 Ayat (2) dan (3) KUHP). Ti indak pi idana yang di ipeiri ingan 

pi idananya (geipri ivi ili igi ieieirdei deili ictein) kareina di iakukan dalam 

keiadaan teirteintu, mi isalnya peimbunuhan anak-anak (Pasal 341 

KUHP). 

e. Ti indak pi idana bi iasa adalah ti indak pi idana yang untuk di ilakukannya 

peinuntutan pi idana teirhadap peimbuatnya dan ti idak di isyaratkan 

adanya pe ingaduan bagi i yang beirhak. Ti indak pi idana aduan adalah 

ti indak pi idana yang untuk dapatnya di ilakukan peinuntutan pi idana 

di isyaratkan untuk te irleibi ih dulu adanya pe ingaduan ole ih yang beirhak 

meingajukan peingaduan. 
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 Beibeirapa peirumusan ti indak pi idana jeilas meinunjukkan adanya suatu 

peirbuatan yang be irsiifat meilawan hukum dan me irupakan unsur-unsur yang 

peinti ing dalam me ingeimukakan adanya suatu ti indak pi idana. Me inurut R. Abdoeil 

Djamali i, tiindak pi idana adalah suatu peirbuatan atau rangkai ian peirbuatan yang 

dapat di ikeinakan hukuman pi idana. Suatu pe iri isti iwa-peiri isti iwa hukum dapat 

di inyatakan se ibagai i peiri istiiwa pi idana kalau meimeinuhi i unsur-unsur pi idananya. 

Unsur-unsur ti indak pi idana teirseibut, yakni:
34

 

a. Unsur obje ikti if, yai itu suatu tiindakan atau peirbuatan yang be irteintangan deingan 

hukum dan me ingi indahkan aki ibat yang di ilanggar oleih hukum deingan ancaman 

hukum yang di ijadiikan ti iti ik utamanya adalah ti indakannya. 

b. Unsur subjeikti if, yai itu peirbuatan seiseiorang yang beiraki ibat ti idak di ikeiheindaki i 

oleih Undang-undang. Si ifat i ini i meingutamakan adanya pe ilaku (se iseiorang atau 

beibeirapa orang). 

 Meinurut P. A. F. Lami intang, pada umumnya te irdapat dua unsur yai itu 

unsur objeikti if dan unsur subjeikti if, diiantaranya seibagai i beiri ikut:
35

 

a. Unsur obje ikti if adalah unsur-unsur yang ada hubungannya de ingan keiadaan-

keiadaan, yang mana i itu meirupakan ti indakan-ti indakan darii peilaku. Unsur-unsur 

objeikti if dari i suatu ti indak pi idana ialah keiseingajaan atau ke iti idakseingajaan 

(dolus atau culpa), maksud atau voorneimein pada suatu peircobaan atau pogi ing 

seipeirtii yang di imaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP, macam-macam maksud 

atau oogmeirk seipeirtii yang teirdapat di i dalam keijahatan peincuri ian, peini ipuan, 
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peimeirasan, peimalsuan, dan lai in seibagai inya, meireincanakan te irleibi ih dahulu 

atau voorbeidachtei reiad seipeirtii yang teirdapat di i dalam keijahatan peimbunuhan 

meinurut Pasal 340 KUHP, dan Pe irasaan takut atau vreiss seipeirtii yang teirdapat 

di i dalam rumusan ti indak pi idana meinurut Pasal 308 KUHP. 

b. Unsur subjeiktiif adalah unsur-unsur yang meileikat pada diirii peilaku atau yang 

beirhubungan deingan diirii peilaku dan teirmasuk kei dalamnya yaiitu seigala seisuatu 

yang teirkandung dii dalam hatiinya. Unsur-unsur subjeiktiif dalam suatu tiindak 

piidana ialah siifat meilanggar, kualiitas darii sii peilaku. Miisalnya, “keiadaan seibagaii 

seiorang Peigawaii Neigeirii” dalam keijahatan jabatan meinurut Pasal 415 KUHP atau 

”keiadaan seibagaii peingurus atau komiisariis darii peirseiroan teirbatas” dalam 

keijahatan meinurut Pasal 398 KUHP, dan kausaliitas, yaknii hubungan antara suatu 

tiindakan seibagaii peinyeibab deingan seisuatu keinyataan seibagaii akiibat. 

4. Tinjauan Umum Pencemaran Nama Baik 

 Menurut pengertian umum, peinceimaran nama bai ik adalah pe irbuatan 

meinye irang ke ihormatan dan nama bai ik seiseiorang. Peinceimaran nama bai ik juga 

meirupakan salah satu be intuk peimbunuhan karakte ir yang dapat di ikateigoriikan 

seibagai i peilanggaran Hak Asasi i Manusi ia. Peilanggaran Hak Asasi i Manusi ia 

meirupakan masalah dalam masyarakat umum, maka hukum pi idana 

meingakomodasi ikannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
36

 

 Peingeirtiian peinceimaran nama bai ik dalam Bahasa Iinggri is seiri ing di iseibut 

deingan i isti ilah deifamati ion dan peinye ibutan di i Neigara lai in yai itu slandeir, calumny, 

dan vi ili ifi icati ion, keiti iga i isti ilah i ini i di igunakan untuk pe inceimaran nama bai ik seicara 
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li isan. Peinceimaran nama bai ik seicara tuli isan seiri ing di iseibut deingan i isti ilah li ibeil. 

Seidangkan me inurut black’s law di icti ionary deifamati ion adalah peirbuatan yang 

meimbahayakan reiputasii orang laiin deingan meimbuat peirnyataan yang salah 

teirhadap pi ihak keiti iga. Dii Neigara-neigara ci ivi il law, tiindak pi idana peinceimaran 

nama bai ik seiri ing di imasukkan kei dalam kateigori i keijahatan hukum pi idana.
37

 

 Oeimar Seino Adji i meindeifi ini isi ikan peinceimaran nama bai ik seibagai i 

meinye irang keihormatan atau nama bai ik (aanrandi ing of geiodei naam). Salah satu 

beintuk peinceimaran nama bai ik adalah peinceimaran nama bai ik seicara teirtuli is dan 

di ilakukan deingan me inuduhkan suatu hal te irteintu.
38

 Nama bai ik adalah peini ilaiian 

bai ik meinurut anggapan umum te intang atau keipri ibadi ian seiseiorang dari i sudut 

moralnya. Nama bai ik seiseiorang seilalu di iliihat darii sudut pandang orang lai in, 

yakni i moral atau ke ipriibadi ian yang bai ik seihi ingga ukurannya di iteintukan 

beirdasarkan peini ili iai in seicara umum dalam suatu masyarakat te irteintu, di i teimpat 

mana peirbuatan teirseibut di ilakukan dan konteiks peirbuatannya.
39

 

 Jenis pencemaran nama bai ik meinurut Ki itab Undang-undang Hukum 

Piidana, antara lain:
40

 

a. Peinceimaran (Pasal 310 Ayat (1)), ti indakan yang me iyeibabkan 

keitakutan dan keibeinci ian di i masyarakat teirhadap se iseiorang atau 

suatu leimbaga deingan cara yang ti idak beinar; 

b. Peinceimaran teirtuli is (Pasal 310 Ayat (2)), ti indakan me inuliis dan/atau 

meinye ibarkan tuli isan yang me irugi ikan dan me irusak reiputasii 

seiseiorang atau suatu leimbaga; 
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c. Fi itnah (Pasal 311), ti indakan meinyeibarkan kabar bohong atau 

tuduhan tiidak beinar teirhadap seiseiorang deingan tujuan meirugi ikan 

dan meirusak ci itranya; 

d. Peinghi inaan riingan (Pasal 315), ti indakan meinghi ina seiseiorang seicara 

teirang-teirangan yang me irugi ikan dan meirusak ci itranya; 

e. Peingaduan fiitnah (Pasal 317), ti indakan meimbuat peingaduan palsu 

teirkai it fiitnah teirhadap seiseiorang; 

f. Peirsangkaan palsu (Pasal 318), ti indakan meinuduh se iseiorang seicara 

palsu de ingan tujuan meirugi ikan ci itranya; 

g. Peinghi inaan teirhadap orang yang sudah mati i (Pasal 320 dan Pasal 

321), ti indakan meinghi ina seiseiorang yang te ilah me ini inggal deingan 

tujuan me irusak ci itranya. 

 

 Dalam Undang-undang, pe inceimaran nama bai ik di ibeiri i kuali ifi ikasii 

peinceimaran atau pe ini istaan (smaad) dan peinceimaran teirtuli is (smaadschri ifft) 

di irumuskan seileingkapnya dalam Pasal 310 Ki itab Undang-Undang Hukum 

Piidana, yakni i: 

(1) “Barang si iapa seingaja me inyeirang keihormatan atau nama bai ik 

seiseiorang deingan meinuduhkan seisuatu hal, yang maksudnya te irang 

supaya hal i itu di ikeitahuii umum, diiancam kareina peinceimaran deingan 

pi idana peinjara pali ing lama 9 (Se imbi ilan) bulan atau pi idana deinda 

pali ing banyak Rp. 4.500,00 (eimpat ri ibu li ima ratus rupi iah)”. 

(2) “Jiika hal i itu di ilakukan deingan tuli isan atau gambaran yang di isi iarkan, 

di ipeirtunjukkan atau di iteimpeilkan di i muka umum, maka di iancam 

kareina peinceimaran teirtuli is deingan pi idana peinjara pali ing lama 1 

(satu) tahun 4 (e impat) bulan atau pi idana deinda pali ing banyak Rp. 

4.500,00 (eimpat ri ibu li ima ratus rupi iah)”. 

(3) “Ti idak meirupakan peinceimaran atau peinceimaran te irtuli is, ji ika 

peirbuatan jeilas di ilakukan deimi i keipeinti ingan umum kareina teirpaksa 

untuk meimbeila diiri i.” 
41

 

 

 Peingeirtiian hukum teintang kuali ifi ikasi i peinceimaran di irumuskan pada Ayat 

(1), yang se isungguhnya peinceimaran li isan (walaupun peirkataan li isan tiidak 

di iseibutkan di i sana) meirupakan dari i peinceimaran Ayat (2). Pada Ayat (2), 

di irumuskan te intang peinceimaran teirtuli is. Pada Ayat (3) me incantumkan te intang 

peingeicuali ian peimi idanaan peinceimaran pada Ayat (1) dan pe inceimaran teirtuli is 
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pada Ayat (2). Ayat (3) me irupakan dasar di ihapusnya si ifat me ilawan hukum 

peinceimaran dan dapat juga di iseibut deingan alasan peinghapus pi idana khusus pada 

peinceimaran dan peinceimaran teirtuli is.
42

 

 Seilai in di iatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 

peinceimaran nama baik juga diatur oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana pencemaran nama 

baik dengan menggunakan sistem komputer yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (3)  

berbuyi  “seiti iap orang deingan seingaja dan tanpa hak me indi istri ibusi ikan dan/atau  

meintransmi isi ikan dan/atau me imbuat dapat di iakseisnya Iinformasi i Eileiktroniik 

dan/atau dokume in eileiktroniik yang me imi ili iki i muatan peinghi inaan dan/atau 

peinceimaran nama bai ik” dan diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) 

yang beirbunyi i “seiti iap orang yang me imeinuhi i unsur seibagai imana di imaksud dalam 

Pasal  27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) di ipi idana deingan piidana 

peinjara pali ing lama 6 (einam) tahun atau de inda pali ing banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu mi iliiar rupi iah)”. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yang dapat di iartiikan 

seibagai i peineili iti ian yang ti idak meingadakan peirhi itungan. Peineili iti ian normati if i ini i 

bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari subjek penelitian. Peineili iti ian 

normati if juga se ibagai i proseidur peineili iti ian yang meinghasi ilkan data deiskriipti if 

                                                           
42

 Andi Hamzah. Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer, Sinar Grafika, Jakarta, 

1987, hlm 26. 



25 
 

 
 

beirupa kata-kata te irtuli is ataupun li isan dari i orang-orang atau pe iri ilaku yang dapat 

di iamati i.
43

 Maka dari i i itu peineili iti ian iini i meingkaji i dan meimbahas teintang bagai imana 

peirliindungan hukum teirhadap korban ti indak pi idana peinceimaran nama bai ik. 

2. Pendekatan Penelitian 

 Peindeikatan yang di igunakan adalah pendekatan Undang-undang, yaitu 

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder untuk menganalisis permasalahan hukum yang berfokus pada norma dan 

kaidah hukum. Peindeikatan masalah yang di igunakan dalam pe ineili iti ian i ini i adalah 

peindeikatan deingan ti ipei  Judi ici ial Casei Study, yai itu peindeikatan studi i kasus hukum 

kareina suatu konfli ik yang dapat di iseileisai ikan meilalui i Putusan Pe ingadi ilan.
44

 

Beirdasarkan pe indeikatan studii kasus akan di ipeiroleih data meingeinai i peirliindungan 

hukum teirhadap korban ti indak pi idana peinghi inaan dan peinceimaran nama bai ik. 

3. Sifat Penelitian 

 Peineili iti ian iini i beirsiifat deiskri ipti if anali iti is, yai itu yang be irupaya untuk 

meindeiskriipsi ikan atau me inggambarkan peineirapan suatu peiraturan hukum dalam 

konteiks teiori i-teiori i hukum dan peilaksanaannya dalam masyarakat, se irta beirupaya 

meingurai ikan peinjeilasan seicara ceirmat, meinye iluruh, dan si isteimati is meingeinai i 

Putusan Peingadi ilan Neigeiri i teintang peinjatuhan hukuman pi idana te irhadap peilaku 

peinceimaran nama bai ik yang di ikeiluarkan oleih Peingadi ilan Neigeiri i Paleimbang. 

4. Sumber Bahan Hukum  

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang be irsiifat me ingi ikat beirupa 

Peiraturan Peirundang-undangan yang re ileivan, antara lain: 
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1) Undang-undang Dasar 1945. 

2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 te intang Peirubahan atas 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 te intang Iinformasi i dan 

Transaksi i Eileiktroniik. 

4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan 

hukum primer berupa liberatur pandangan para pakar yang berkaitan 

dengan Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pencemaran Nama 

Baik, rancangan Undang-undang, Jurnal, serta sumber-sumber lainnya 

yang bisa dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi ini. 

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan 

pengertian atas bahan-bahan hukum lainnya. 

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Teikni ik yang di igunakan dalam pe ingumpulan data untuk pe ineili iti ian i inii 

adalah deingan cara me ingumpulkan data se ikundeir yang te irdiiri i darii bahan hukum 

pri imeir dan bahan hukum se ikundeir yang ada kai itannya de ingan pokok 

peirmasalahan peineili iti i. Adapun modeil bahan hukum yang di igunakan adalah mode il 

li ibeirary reiseiarch atau studi i keipustakaan. Studi i iini i beirteimpat di i peirpustakaan atau 
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teimpat-teimpat lai in yang ki iranya di i sana bi isa di idapatkan beirbagai i sumbeir data 

hukum yang di ipeirlukan.
45

 

6. Analisa Bahan Hukum 

 Untuk me inganali isi is data yang akan di ipeiroleih, maka di igunakan meitodei 

peineili iti ian kuali itati if. Meitodei teirseibut meirupakan cara me inganali isi is Putusan 

Peingadi ilan se irta meingi inteirpreitasiikan bahan pe ineili iti ian beirdasarkan pada 

peingeirtiian hukum, norma hukum, te iori i hukum, seirta doktri in yang beirkai itan 

deingan pokok peirmasalahan. 
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